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 Forms of domestic violence action in the community Kel. 

Purwosari, Kec. Laweyan, the city of Surakarta still does not 

need to be reported by the surrounding community. This is 

because there is a reason that acts of domestic violence are 

internal family matters and other people do not need to 

interfere to then be able to intervene or even report these acts 

of domestic violence. From the above conditions, it can be 

seen that not many people know that anyone can report this 

action to anyone who knows about the incident. This is a 

mandate from the existence of Law no. 23 of 2004 concerning 

the Elimination of Domestic Violence. Meanwhile, if you 

look at the conditions in the community, it turns out that 

domestic violence is taboo for others to know and it is a shame 

for the head of the family that he is considered unable to take 

care of his household affairs properly until he has to commit 

domestic violence to his family members. In addition, there 

are also Kelurahan officials who do not know that this is also 

a collective responsibility in order to minimize the increase in 

cases of domestic violence in Indonesia. Where this usually 

leads to divorce in marriage and the psychology of children 

from victims of domestic violence. 
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 Bentuk tindakan KDRT dimasyarakat Kel. Purwosari, Kec. 

Laweyan, Kota Surakarta masih dirasa belum perlu 

dilaporkan oleh masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan 

adanya alasan bahwa tindakan KDRT merupakan urusan 

intern keluarga dan orang lain tidak perlu ikut campur untuk 

kemudian dapat melerai atau bahkan melaporkan tindakan 

KDRT tersebut. Dari kondisi di atas maka dapat diketahui 

bahwa masyarakat belum banyak yang tahu bahwa siapa saja 

dapat melaporkan tindakan tersebut bagi siapa saja yang 

mengetahui kejadian tersebut. Hal ini sebagai amanah dari 

adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan 

jika melihat kondisi di masyarakat ternyata memang untuk 
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KDRT merupakan hal yang tabu untuk diketahui orang lain 
dan ini merupakan aib bagi kepala keluarga bahwasanya 

diangap tidak dapat mengurus urusan rumah tangganya 

dengan baik sampai haru melakukan KDRT kepada anggota 

keluarganya. Selain itu juga ada perangkat Kelurahan yang 

memang belum tahu bahwa ini juga merupakan tanggung 

jawab bersama dalam rangka meminimalisir meningkatnya 

kasus KDRT di Indonesia. Dimana hal ini biasanya berujung 

pada perceraian pada perkawinan dan psikis anak dari korban 

KDRT.  

   

 

A. PENDAHULUAN 

 

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan 

berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan 

kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan 

perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping 

beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak 

merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan 

baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua 

anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh 

anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, 

ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan 

sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi 

sebaliknya.  

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan 

anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada 

rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah 

sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang mejadi 

berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. 

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-

masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota 

keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti 

perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga 

terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila 

masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari 

akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota 
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keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik 

diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam 

keluarga. 

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, 

hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun 

ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, 

memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat 

dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan  setiap 

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran 

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

 

B. METODE PELAKSANAAN 

 

Metode yang digunakan adalah ceramah, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-

jawab dan diskusi. Untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan 

masalah dan kendala yang dihadapi, dengan pemberikan contoh kasus yang pernah 

terjadi. Pada saat memberikan penyuluhan/ceramah peralatan yang dipakai dalam 

menyampaikan materi adalah berupa slide dengan menggunakan aplikasi zoom 

sehingga memudahkan peserta dalam memahami topik yang disajikan.  

 

C. PEMBAHASAN 

 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan 

persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan relita dalam kehidupan rumah 

tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maka persoalan KDRT ini menjadi 

domain publik. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya 

adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang 

tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang 

mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan 

suami, dan anak bahkan pembatu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus 

KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, 
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agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan 

masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak 

pelakunya. 

Undang - Undang PKDRT secara substanstif memperluas institusi dan lembaga 

pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, 

advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak 

lainnya,baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di 

sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya 

lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak 

lainnya. 

Peran pihak lainnya lebih bersifat individual. Peran itu diperlukan karena 

luasnya ruang dan gerak tindak KDRT, sementara institusi dan lembaga resmi yang 

menangani perlindungan korban KDRT sangatlah terbatas. Pihak lainnya itu adalah 

setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak KDRT. 

Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat 

serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun 

melalui institusi dan lembaga resmi yang ada. Dilihat dari stelsel hukum pidana, tindak 

KDRT ini adalah tindak kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yakni tindak pidana penganiayaan, kesusilaan, serta 

penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan.  

Yang lebih penting lagi adalah bagaimana persoalan itu dipahami oleh 

masyarakat luas sehingga cita-cita yang hendak dicapai oleh legislator yang terkandung 

dalam Undang – Undang  PKDRT dapat terwujud sesuai harapan. 

Bentuk perlindungan Korban KDRT atau bahkan lembaga pemberi 

perlindungan itu sendiri belum tentu memahami bagaimana perlindungan itu 

didapatkan dan bagaimana diberikan. Bagi korban yang status social ekonominya  lebih 

tinggi atau institusi dan lembaga yang tugas dan fungsinya selaku penegak hukum, tentu 

persoalan mendapatkan dan atau memberikan perlindungan itu bukanlah masalah. 

Tetapi bagi institusi dan lembaga di luar itu, perlu mendapatkan pengetahuan dan 

keterampilan yang cukup serta akreditasi selaku institusi dan lembaga pemberi 

perlindungan terhadap korban KDRT. 

Undang – Undang  PKDRT secara selektif membedakan fungsi perlindungan 

dengan fungsi pelayanan. Artinya tidak semua institusi dan lembaga itu dapat 

memberikan perlindungan apalagi melakukan tindakan hukum dalam rangka 



5 
 

 

pemberian sanksi  kepada pelaku. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak 

hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan 

rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian, peran 

masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan 

menghapus tindak KDRT. 

Bentuk perlindungan dan pelayanan ini masih besifat normatif, belum 

implementatif dan teknis oparasional yang mudah dipahami, mampu dijalankan dan 

diakses oleh korban KDRT. Adalah tugas pemerintah untuk merumuskan kembali pola 

dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisasikan kebijakan 

itu di lapangan. Tanpa upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak, maka 

akan sangat sulit dan mustahil dapat mencegah apalagi menghapus tindak KDRT di 

muka bumi Indonesia ini, karena berbagai faktor pemicu terjadinya KDRT di negeri ini 

amatlah subur. 

KDRT merupakan multi persoalan, termasuk persoalan sosial, ekonomi, 

budaya, hukum, agama dan hak asasi manusia. Upaya menghapus KDRT di muka bumi 

Indonesia adalah perjuangan panjang bangsa ini, khususnya kaum perempuan yang 

rentan menjadi korban KDRT. Upaya sungguh-sungguh itu diharapkan dapat 

mempengaruhi struktur dan karakteristik multi persoalan tadi menjadi nilai yang 

diyakini benar dan dapat memberi rasa aman, tenteram, adil dan bermartabat bagi 

keluarga dan bangsa . 

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum 

yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan 

evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan interaksi antara 

berbagai perilaku manusia mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam 

bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak 

dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat 

kaum legalistic. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas 

daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi 

perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa 

problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “law in action” 

bukan pada “law in the books” 

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto , dipengaruhi 

oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-udangan. Kedua, 

faktor, aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses 
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pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. 

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. 

Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hkum tersebut berlaku 

atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi 

dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan 

rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan 

hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem 

hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni ; komponen 

struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum(legal substance) dan 

komponen budaya hukum (legal culture) serta dalam perkembangannya kemudian 

ditambahkan dengan komponen struktur hukum (LegalStructure). Perumusan norma 

atau kaidah di dalam undang-undang ini, dituangkan di dalam Pasal-pasal 5 s/d 9. Di 

dalam Pasal 5 dinyatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah 

tangga terhadap orang lingkup rumah tangganya dengan cara: a. kekerasan fisik; b. 

Kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. 

Di dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf a adalah perubahan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, 

atau luka berat. Selanjutnya Pasal 7 memuat pernyataan bahwa, kekerasan psikis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan 

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 

tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 

Sementara itu, dalam Pasal 8 dinyatakan, kekerasan seksual sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang 

dilakukan terhadap orang menetapkan dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) 

pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya 

dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertantu. 

Kemudian di dalam Pasal 9 dinyatakan, (1) Setiap orang dilarang 

menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang 

berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan 

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) Penelantaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang 

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang 
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untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali 

orang tersebut. 

Di dalam Undang-undang ini juga dinyatakan bahwa, tindak pidana kekerasan 

fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan (Pasal 51). 

Demikian juga, tindak pidana kekerasan psikis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 45 

ayat (2) merupakan delik aduan (Pasal 52). Demikian juga halnya, tindak pidana 

kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami 

terhadap isteri atau sebaliknya merupakandelik aduan (Pasal 53). 

Sosiologi Hukum menggambarkan bahwa mengenalkan hukum ke dalam arena-

arena sosial dalam masyarakat, sama dengan mengantarkan sebuah Undang-undang ke 

dalam ruang kosong dan hampa udara. Ketika sebuah Undang-undang diantarkan ke 

suatu arena sosial, maka di dalam arena sosial tersebut sudah penuh dengan berbagai 

pengaturan sendiri yang dibuat oleh masyarakat, yang disebut sebagai Self Regulation 

(Moore, 1983). Ini membuat pembicaraan tentang masuknya suatu instrumen hukum 

yang bertujuan memajukan hak asasi perempuan dan keadilan gender, harus dilakukan 

secara hati-hati. 

Permasalahan yang muncul dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah 

bahwa keengganan seorang istri yang menjadi korban kekerasan melaporkan kepada 

pihak yang berwajib, dalam hal ini polisi, karena beberapa akibat yang muncul dari 

laporan tersebut adalah perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk 

penjara, masa depan anak-anak terancam dan lain-lain. 

Dengan kondisi seperti tersebut maka dilihat dari segi sosiologi hukum, peluang 

keberhasilan penegakan hukum Undang – Undang PKDRT ini sanagat sulit untuk 

mencapai keberhasilan maksimal. 

Merujuk pada teori sistem Friedman, sebagaimana disebutkan di bagian depan, 

faktor kesulitan penegakan hukum itu justru bersumber pada komponen substansi 

hukumnya sendiri, nilai nilai kultural yang terdapat di dalam masyarakat berkaitan 

dengan kehidupan rumahtangga itu. Dengan Perumusan tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga dengan segala kompleksitas permasalahannya sebagai tindak pidana 

aduan, menjadikan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya pemidanaan 

pelakunya justru akan mengarah pada timbulnya dampak-dampak kontra produktif 

terhadap tujuan dasar pembentukan Undang – Undang  PKDRT itu sendiri. 

Oleh karena itu, kembali kepada ide dasar penggunaan hukum pidana sebagai 

sarana terakhir dalam upaya penanggulangan kejahatan (ultimum remedium), maka 
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keberadaan Undang - Undang PKDRT harus lebih ditekankan pada upaya optimasi 

fungsi hukum administrasi negara dalam masyarakat. Upaya mengoptimalkan fungsi 

hukum administrasi negara, dalam kaitan ini yang dimaksudkan adalah upaya untuk 

mendidik moralitas seluruh lapisan warga masyarakat ke arah yang lebih positif berupa 

terwujudnya masyarakat yang bermoral anti kekerasan dalam rumah tangga. 

Negara sepatutnya kembali melihat pada kenyataan dalam masyarakat 

Indonesia yang sangat patriarkhis untuk selanjutnya dapat menilai dengan lebih bijak 

mengenai langkah lain yang patut diambil untuk dapat membuat keberlakuan UU 

PKDRT menjadi efektif di dalam prakteknya dan pada akhirnya dapat berujung pada 

tujuan pengundangan Undang - Undang PKDRT, yaitu menghapuskan atau setidaknya 

meminimalisir kasus-kasus KDRT terhadap perempuan dalam kehidupan 

bermasyarakat di Indonesia. 

 

D. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan kegiatan yang kami laksanakan, terdapat kesimpulan bahwa 

diantaranya masyarakat ada yang mengetahui namun belum berani untuk melaporkan 

kejadian tersebut sebaaimana adanya anggapan bahwa KDRT merupakan urusan intern 

keluarga sehingga tidak perlu aib keluarga orang lain tahu dan bahkan ikut campur 

untuk mengatasi, apalagi dengan cara melaporkan pelakunya.  
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